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Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi 

kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam 

pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar 

belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera 

dilakukan perubahan karena belum mengatur secara 

komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan 

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi 
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kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang 

efektif; 

d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang 

dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi 

kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi 

kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan 

Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas 

organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang 

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas 

contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan 

sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang 

menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran 

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 

TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya 

disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD 

adalah peraturan dasar Ormas. 

3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat 

ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai 

penjabaran AD Ormas. 

4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. 
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2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 59 

(1) Ormas dilarang: 

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau 

atribut yang sama dengan nama, lambang, 

bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; 

b. menggunakan dengan tanpa izin nama, 

lambang, bendera negara lain atau 

lembaga/badan internasional menjadi nama, 

lambang, atau bendera Ormas; dan/atau 

c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau 

tanda gambar yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

nama, lambang, bendera, atau tanda gambar 

Ormas lain atau partai politik.  

(2) Ormas dilarang: 

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak 

manapun sumbangan dalam bentuk apapun 

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

b. mengumpulkan dana untuk partai politik. 

(3) Ormas dilarang:  

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap 

suku, agama, ras, atau golongan;  

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau 

penodaan terhadap agama yang dianut di 

Indonesia;  

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu 

ketenteraman dan ketertiban umum, atau 

merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

dan/atau 

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan 

wewenang penegak hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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(4) Ormas dilarang: 

a.  menggunakan nama, lambang, bendera, atau 

simbol organisasi yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

nama, lambang, bendera, atau simbol 

organisasi gerakan separatis atau organisasi 

terlarang;  

b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; dan/atau 

c.  menganut, mengembangkan, serta 

menyebarkan ajaran atau paham yang 

bertentangan dengan Pancasila.  

 

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 60 

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 

ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. 

(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan 

ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau 

sanksi pidana. 

 

4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 61  

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:  

a. peringatan tertulis;  

b. penghentian kegiatan; dan/atau  

c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau 

pencabutan status badan hukum.  
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